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Perkara Syarat Saksi dalam Talak (Studi Putusan No. 0138/Pdt.G/2014/Pa.Tlb)
Serta Korelasinya Dengan Madzhab Syafi’i

Ari Nuansah”, Akhmad Husaini?
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi’i Jember
E-mail : arinuansah25@gmaiI.coml), zufaralasad89@gmai|.comz)

12)

d-) https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol12.1ss2.254

ABSTRACT
This research discusses the analysis of the decision of the Tulang Bawang Religious Court in the
case of talak witness requirements (study of decision No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) and its
correlation with the Syafi'i Madzhab. This research is considered important because people assume
: . . - f.\SATIS(‘jz' A, s : :
that divorce is considered valid |f_\|t@ﬁ§1been decl e*(‘flb&;ﬁ}Judge. Meanwhile, according to the
Syafi'i Madzhab, divorce is dé(ilgfed valid after the husbanﬁzgays the word divorce/talak. This
Ve
research aims to provide awareness to the public regarding the Iegék provisions of figh which state
. . v
that talak is legally punliﬁ\ed because of the husband's verbal words and does not have to be
decided in court. This re@;‘irch discusses three main problems, nameiﬁl). What is the analysis of
the decision of the Tulang\fBawang Religious Court in the case of taIa@;/itness requirements (study
of decision No. 0138/Pde.85/2014/PA.TIb)? i)u l‘l’he jfecision regarding-the requirements for talak
:_:]i
witnesses in KHI law?, 3)"How is the correlation between the Syafi'i Madzhab relating to talak
witnesses with the decision of Tulang Bawang Religious Court?/This type of research is library
research. The results of the rese%?ch show that the marr@ regulations in force in Indonesia
. : N, ﬂl m E-‘-é\? : . .
stipulate that every divorce, whether t V0! ontested divorce, must be carried out in
court along with witnesses as stated in Article 22 paragraph (2) PP No. 9/1975 and Article 134 of
the Compilation of Islamic Law (KHI). The obligation to present witnesses according to applicable
positive law is mandatory. This is different from what is stated in the Shafi'i school of thought which
states that the presence of witnesses in a talak is not an obligation and is not a condition for the

validity of the talak.

Keywords: Analysis of Religious Court Decisions; Divorce witness; correlation of the Shafi'i
Madzhab
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Penelitian ini membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam
perkara syarat saksi talak (studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.TIb) serta korelasinya dengan
Madzhab Syafi’i. Penelitian ini dirasa penting karena masyarakat berasumsi bahwa talak dianggap
sah apabila telah diputuskan oleh hakim. Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i talak dinyatakan sah
setelah terucapnya kata cerai/talak dari suami. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesadaran
kepada masyarakat mengenai ketetapan hukum fikih yang menyatakan bahwa talak dihukumi sah
karena sebab ucapan dari lisan suami dan tidak harus diputuskan di pengadilan. Penelitian ini
membahas tiga pokok permasalahan yaitu 1). Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama
Tulang Bawang dalam perkara syarat saksi talak(studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.TIb) ? 2)
Keputusan syarat saksi talak dalam hukum KHI?, 3) Bagaimana korelasi Madzhab Syafi’i berkaitan
dengan saksi talak dengan keputusan Perggq%qn [§pama Tulang Bawang ? Jenis penelitian ini
adalah penelitian pustaka. Hasil p&nemlan menunjukkan Ba*@(Wa aturan perkawinan yang berlaku di
Indonesia mengatur bahwa se&/@fr perceraian baik cerai talak mau/b’yn cerai gugat harus dilakukan di
pengadilan beserta denganlﬁikm terdapat pada Pasal 22 ayat (2)%; No. 9/1975 dan Pasal 134
Kompilasi Hukum IsIam_S{KHI). Kewajiban menghadirkan saksi n:’:}nurut hukum positif yang
berlaku adalah wajib. Be@eda dengan yang ada dalam madzhab syafﬁi yang menyatakan bahwa
adanya saksi dalam talak '@kan merupakan kewajiban dan bukan syaraEgahnya talak.
adadl | glyall

Kata kunci : Putusan Analisis Pengadilan Agama; Saksi talak; korelasi Madzhab Syafi’
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PENDAHULUAN

Saksi merupakan salah satu unsur aturan yang harus dapat terpenuhi bagi
setiap orang ketika dirinya mendaftarkan perceraiannya melalui jalur lembaga
peradilan.Supaya senantiasa tercipta keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian
hukum pada proses peradilan maka pemerintah Indonesia telah mengambil langkah
dengan menciptakan serta memberlakukan undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang
kini telah dirubah menjadi undang-undang nomor. 50 tahun 2009 tentang peradilan
Agama. Penelitian ini menganalisis mengenai undang-undang tersebut yakni pada
pasal 76 ayat (1): Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigag, maka
untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang{@\rf_\n_g yahggiglﬁ?t__lfdehgan suami isteri. Hal tersebut
tentunya menimbulkan \@tgnyaan tentang mgr{gg?a harus terlebih dahulu
mendengarkan keterg@an yang bersumber dari sakst, {fagaimana bisa terjadi
demikian terhadap _&ndang-undang peradilan agama yang @abenenya merupakan
aturan untuk menygI?saikan perkara perdata bagi orang-orang y%fﬂg beragama Islam di
Indonesia pada ke@atanya bertolak belakang dengan aturan pa&é syari’at Islam yang
tidak mewajibkan’j#danya saksi ketika cerai. Penelitian ini E@embahas mengenai
analisis putusan Pepgadilan Agama Tuldng/'Bawang dalam perkara syarat saksi talak
(studi putusan No. %38/Pdt.G/2014/PA.TIb) serta korelasinya dengan Madzhab
Syafi’i. karena sebagi..arx?%i:é;syarakat L indonesia berasugn}s' bahwa talak dianggap sah
apabila telah diputuskan olefi,/hakim. Sedangk nurut Madzhab Syafi’i talak
dinyatakan sah setelah terucapnﬁaiﬁgcﬁ%ﬁg%giﬁami. Penelitian ini bertujuan
untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai ketetapan hukum fikih
yang menyatakan bahwa talak dihukumi sah karena sebab ucapan dari lisan suami dan
tidak harus diputuskan di pengadilan. kewajiban menghadirkan saksi menurut hukum
positif yang berlaku adalah wajib. Berbeda dengan yang ada dalam madzhab syafi’i
yang menyatakan bahwa adanya saksi dalam talak bukan merupakan kewajiban dan
bukan syarat sahnya talak.

Islam adalah agama yang mencakup seluruh lini kehidupan. Salah satunya,
Islam memperhatikan keberlangsungan hidup manusia dengan cara pernikahan.
Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kokoh atau disebut dengan

mitsdgan ghalidza yakni perjanjian bersifat seumur hidup dan kekal abadi, sehingga
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tidak har?yag;;bgdapaﬁtfm erdatd: syam;anggzg farvan e ntérim ttevk Patarmeapernikahan
terkandung kehalalan bagi pasangan setelah menikah berupa hubungan kelamin
sebagai bentuk penyaluran seksual manusia dimana dalam melakukannya akan
bernilai ibadah (Yanuariansyah Ar-Rasyid, 2022)

Sebagaimana Allah Subh}anahu wa Ta’ala berfirman :

b) Lax5 8358 2K asms g) 15580 g3 RSl Ghe oS0 Gl BT wigl e
03845 o3l BT b

Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah dia menciptakan istri-istri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderwilg dan merasa tentram kepadanya, dan
dijadikannya diantara kaml{@wh sayang- Ses‘%bg)apnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tagﬁa—tanda bagi orang yang ber% (Q.S. al-Rim (30): 21)
Perkawinan misiurut hukum Islam adalah pernlkahar%atau ikatan yang sangat
kuat Perkawinan be{)‘zjuan untuk mewujudkan kehidupan rumaﬁ,tangga yang sakinah,
mawaddah wa rah@ah Perkawinan sah jika dilakukan menurLDQhukum Islam sesuai
dengan pasal Z\A] ayat (1) Undang-undang No. 1 Ta.hun 1974 tentang
perkawinan. (Komp|Ia3| Hukum Islam, bab 1l pzf\sal 1. Ibid., bab“n pasal IV., t.t.)
Pernikahan “juga merupakan suatu keharusan bagi” umat Islam sebab
merupakan sunnah Na‘fﬁ %uhammad Salla Allah ‘alayhi \%allam dalam sabdanya :
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Telah menceritakan kepadaku Abd Bakr Ibn Nafi’ al-‘Abdi. Telah menceritakan
kepadaku Hammad Ibn Salamah dari Tsabit, dari Anas, bahwa sesungguhnya telah

ada segolongan dari sahabat Nabi bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amalan
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Nabi tatkalagqugiﬂgqﬂ?;ﬂ%gﬁmgg% e ng'?elgae'adavy&ng tWerketerbedrwadiattigak beristri,
ada yang tidak pernah makan daging, ada yang mengatakan tidak tidur memakai
alas. Lalu Nabi Salallahu’alaihi wasalam memuji kepada Allah dan bersabda :
bagaimana mereka sampai seperti itu? Padahal saya salat dan tidur, saya puasa tapi
saya berbuka, saya juga menikahi para wanita. Barang siapa yang tidak suka
terhadap sunnahku maka tidak termasuk dari golonganku.(Abu al-Husain Muslim lbn
al-Hajjaj al-Qusyairt al-Naysaburi, 1971)

Namun dalam kenyataannya, kehidupan pernikahan tidak semulus yang
dibayangkan. Banyak masalah menerpa dalam kehidupan rumah tangga. Banyak pula
di antara pasangan suami istri yang kehidupan pernikahannya tidak harmonis setelah
menikah, dimana hal itu berakhir dengan perceraian. Menurut laporan Badan Statistik
Indonesia 2023, kasus perceraia\r{{qi\c_tmlc’mqgi ggncapai 516.334 kasus pada tahun

2022. Angka tersebut ma@g@at 15% dibandingkafﬁf}ggm yang mencapai 447.743

kasus. - P
& 2,
Rasulullah Salla Al{fh ‘alayhi wa-sallam bersabda : ¥
@ ‘,Z @ - [ <
g ' é%@\ S I aiid

Perkara halal yang?yaling dibenci oleh Allah Ta’ala adalah T al%.(Muhammad
Muhyi Ad-Din Abdul Hamid, 2018) .. '

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu sebagaimana yang telah
tertuang dalam Komp‘ﬂ@iﬁHukum 'i'ﬁ’]}r éJﬂdang-UndgyPernikahan No.1 Tahun
1974, dan Peraturan Pemeﬁ@ﬂuNo.g Tahun‘ %Q(S&g“fa\ang Pelaksanaan UU No. 1
Tahun 1974. Dalam Kompilasi Hlﬁ(ﬁ# I iSebutkan bahwa perceraian baik cerai
talak ataupun cerai gugat dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan berikut ini.

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya.

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain.
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Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan
menyebutkan sumber asli:
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan
laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b} Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi‘i Jember.

e. salahg&@gmmwm%%ﬁp&mwmmwny&#@iiﬂd@ngmamkibatatidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak,peralihan agama atau murtad yang menyebabkan

terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Arti kesaksian menurut bahasa merupakan terjemah dari bahasa arab yang
berasal dari kata saled 2l -3¢3 yang berarti berita yang pasti. Akan tetapi,
berbicara soal saksi dalam kitab figh cenderung mendefinisikan dengan istilah
kesaksian yang di ambil dari kata 3s»Llisyang artinya melihat dengan mata kepala,
karena lafaz &% (orang yang\(ﬂ?qggks'[k@g)[;iwf__me.mberitahukan tentang apa yang
di saksikan dan di I&@n@a.(Louis Ma’luf al-%&;s(y’i, al-Munjid, 1986). Saksi
disebut juga den@ 2 (saksi lelaki) atau B%&?ggisi perempuan) bentuk
jamaknya slagd @adalah terambil dari kata mtﬁm% yang artinya adalah
menyaksikan d_gﬁgan mata kepala sendiri. Jadi yang dimé&sudkan saksi adalah
manusia hidu@Ahmad Warson, 1997). Arti kesaksian nﬁnurut istilah adalah
pemberitahuanfj;‘qang dapat dipercaya untuk menetapkan k@enaran dengan kata
kesaksian dalanaamajlis hakim”.ziSédangkan dalam keterangan lain, kesaksian
adalah pemberitaa\[;yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan
penyaksian Iangsuhg@?y dari pengetahuan yang dége yleh dari orang lain karena
beritanya telah tersebar. (A uddin, 2004). y ="

Aturan perkawinan A;rfr?g;% ber a‘k%ﬁﬁiuﬁd(inesia mengatur bahwa setiap
perceraian baik cerai talak (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat
(diajukan oleh pihak isteri) harus dilakukan di pengadilan. Hal ini diatur dalam
Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal
65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 115
Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan rumusan
sebagai berikut :

a) Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.(Undang-undang Perkawinan, 2010)
b) Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
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Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan
menyebutkan sumber asli:
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan
laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b} Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi‘i Jember.

2. g;:ﬁaegaggﬁm S;glalaﬁaaya fﬁ@eamt;aeq Frakikamel tde pan'sidang Pergatilan Agama
setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak.(Undang-undang Peradilan
Agama, t.t.)

c) Pasal 22 ayat (2) PP No. 9/1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam (KHI) maka kewajiban menghadirkan saksi adalah
wajib.(Kompilasi Hukum Islam, t.t.)

Dalam hal putusan pengadilan Agama tulang bawang dalam perkara syarat saksi talak

(studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.TIb) menggunakan dasar hukum Perundang-

undangan baik Hukum Acara Perdata dan HIR serta Hukum Islam dan Pertimbangan

Majelis Hakim tersebut diperkuat dengan dasar hukum sesuai dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Int{gmgs;as,mqug?r 19138/Pdt.G/2014/PA.TIb. berikut

pernyataannya : Q\O Y }*

Menimbang, bahm berdasarkan alasan permohor{XpZPemohon tersebut,maka
yang harus d@tlkan oleh Pemohon (suami) dalam p(@(ara ini adalah adanya
perselisihan %ntara Pemohon dengan Termohon (1§,‘5r|) yang berakibat
terjadinya @’plsahan tempat tinggal antara Pemohon d@gan Termohon yang
hingga saatfr_iﬁi telah berjalan + 8(delapan)tahun Iamanyz%?

Dari pasal-pasal di atas nampak/dengan jelas bahwaperceraian (talak) yang
diakui secara hukum adalah talak yang diikrarkan dan disaksikan di depan Pengadilan
Agamaf. Maka fjapat @})ulkan apabila.talak dluca\p?\k di luar pegadilan, maka
talak dianggap tidak sah.  ~7, / L MR

Dapat disimpulkan bahwa ketika "ada aturan bahwa perceraian itu harus
dengan saksi banyak dari masyarakat beranggapan kalau belum disahkan di pegadilan,
dan pengadilan tidak mengesahkan kalau tidak adanya saksi maka masih boleh
berhubungan suami istri, bercampur, penghitungan ‘iddahnya harus dari keputusan
hakim sehingga perkara ini menjadi bermasalah.sedangkan dalam Madzhab Syafi’i
dan madzhab yang lainnya jatuhnya talak dimulai dengan terucapnya kata talak.
Sehingga sejak terucapnya kata talak maka hukum-hukum yang berkaitan talak itu
berlaku. Karena perkara ini berkaitan dengan hukum Allah subhanawata’ala, maka

sangat penting untuk dibahas.
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Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan
menyebutkan sumber asli:
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan
laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b} Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi‘i Jember.

T O D O e vamm cvar b, ™ ey fuls nf dafam bentuk 3papun tanpa
Jenis penelitian ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang
cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan
atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu
perintah ilmiah sumber data (kartini, 1996). Penelitian ini termasuk jenis penelitian
kepustakaan (library research) dimana memanfaatkan, memahami, mencermati,
menelaah dan mengidentifikasi sumber perpustakaan untuk memperoleh data
penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas (Igbal Hasan,
2002). vyaitu terhadap putusan pengadilan agama tentang saksi cerai Yyang
mengharuskan dilaksanakan didepan sidang pengadilan dan korelasinya dengan
madzhab Syafi’i yang akan diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptik analitik yaitu
status metode dalam meneliti\‘i%tg Aobjek [)}?r?g bertujuan membuat diskripsi,
gambaran atau lukisan sec@@stematis dan objekflg(ﬂge(?genai fakta-fakta, sifat-sifat,
ciri-ciri serta hubung{aék\gﬁntara unsur-unsur yang ada a’t‘%ngenomena tertentu (Zed
Mestika, 2014). Dalim penelitian ini akan digambarkan baﬁl;mana analisis putusan
pengadilan agamajulang Bawang dalam perkara syarat salg}'! dalam talak (studi
putusan No. 0138/@t.G/2014/PA.T1b) dan korelasinya dengan rédzhab Syafi’i.
Sumber de’xﬁ! yang digunakan adalah sumber data p[iﬁﬁer dan sekunder :
Sumber data primerpSumber data primer/adalai data yang dipereleh atau dikumpulkan
langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan
y:nlg hmemerlukannya;jl dg/iryono, ZQIQ_% ~Sumber (;:5. r mker pada pene:(litiznlini
adalah putusan pengadilan agama,Tulang Bawa m perkara syarat saksi dalam
talak (studi putusan No. 0139873;/.)%13%%%. Adapun sumber sekunder adalah
data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari
sumber-sumber yang telah ada.
Teknik Pengumpulan Data. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan
teknik-teknik berikut:

a) Survey kepustakaan, yaitu mengunjungi berbagai perpustakaan untuk
mendapatkan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan
yang diteliti.

b) Studi literatur, yaitu mempelajari dan menelaah buku-buku yang ada
untuk dijadikan data yang akan diuraikan.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data. Data yang telah terkumpul diolah

dengan teknik sebagai berikut:
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Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan
menyebutkan sumber asli:
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan
laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b} Pengutipan tidak meruglkan kepentingan pihak STDI Imam Syafi‘i Jember.

2.3 g@gﬁ;ﬂmmn@% el syaﬁ%ggg tahrymengoieksiakembedisrefatarayang telah
terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
b) Klasifikasi, yaitu  mengelompokkan  data  sesuai  dengan
permasalahannya.
c) Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap data
yang telah diuraikan sehingga mudah dipahami maksudnya.

Data ini diperolen dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti
terdahulu serta data sekunder juga data yang tersedia. Dalam penelitian ini
akan digambarkan bagaimana Analisis putusan pengadilan agama Tulang
Bawang dalam perkara syarat saksi dalam talak (studi putusan No.

0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) dan korelasinya dengan madzhab Syafi’i.

HASIL DAN PEI\/IBAHA@QJQ KLZ/'};?
£S “
&

1. Analisis Puiu,san Pengadilan Agama Tulang B@/ang Dalam Perkara
Syarat Sak__s‘iFTalak (Studi Putusan No. 0138/Pdt.G/2074/PA.Tlb)
Pertimban@\ hakim adalah aspek terpenting dalam meéntukan terwujudnya
nilai dari ég'%xtu putusan hakim yang mengandung kead;@n dan mengandung
kepastian hukum. Dalam mempértimbangkan hukum jakim harus teliti, baik
dan cermat. H‘%slm dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya

@ﬁa hasil _pempuktian itu -digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam\m@LT)utus sebuah b&ﬁrl@% Pembuktlan dalam hukum

pembuktian,

acara perdata menduduki tempat yang sangat penting (Safira, 2017). Dalam
hal putusan pengadilan Agama tulang bawang dalam perkara syarat saksi talak
(studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.TIb) menggunakan dasar hukum
Perundang- undangan baik Hukum Acara Perdata dan HIR serta Hukum Islam
dan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diperkuat dengan dasar hukum
sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
0138/Pdt.G/2014/PA.TIb. berikut pernyataannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut,
maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah adanya
perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat terjadinya
perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga
saat ini telah berjalan + 8(delapan) tahun lamanya.
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1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan
menyebutkan sumber asli:
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan
laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
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Menigﬁgmﬂ%&ﬁ% mﬂgmeﬁmﬁﬂ@m wPPnigyat RrPeraturanrPemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon. Menimbang, bahwa
berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim
dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut berikut :
a. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya
rukun dan harmonis.
b. Bahwa sejak awal tahun 2006, rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran\t{gr}\ggqcﬁlqggiﬂisihannya antara Pemohon dengan
Termohon Ct)@;xh\?)isah tempat tingga éé}a{%;na + 8 (delapan) tahun dan
sejak be\f\pisah tersebut antara Pemohon d/ﬁ’g»ZTermohon tidak pernah
bersafgﬁ?embali. '%/
C. Bah__\igé penyebab perselisihan tersebut kareﬁfg Termohon sering
me@ggalkan rumah kediaman bersama tanpa;izin Pemohon, dan
Ter'@ﬁphon sering tidak menghargai pemohon sEbagai seorang suami
dan sering membantahpemaohon.
d. Bahwa_-perselisihan rumah ‘tangga Pemohon dengan Termohon
telah su @%ukunkanmgm o
Menimbang, %‘9’& berdasq{lfgﬂ 9\ﬁa§kta tersebut, maka harus
dinyatakan terbukti antér'?ﬂ P%nj‘ltoﬂhon dengan Termohon telah terjadi
perselisinan yang terus menerus, bahkan telah pisah rumah sejak + 8
(delapan) tahun lalu  sampai dengan sekarang dan sulit untuk dirukunkan
serta dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan
akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon
tersebut telah memenuhi  ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan unsur alasan perceraian sebagaimana
dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, oleh karenanya permohonan
Pemohon pada petitum point 2 patut untuk dikabulkan.
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2. Dilafgh qgaks amve PErmohlencetersefputtetelah  sesuai
mendapatkan izin STBI Imam Syaﬁ IJe ber.

dengan maksud dalil syar’i yang sebagaimana Allah Subh}anahu wa Ta’ala

berfirman :

berbunyi :

DLy Fu 3 Lojre S 065 “5 Gyl

Talak (vang dapat diruju’) itu dua kali, setelah itu boleh ruju’ lagi
dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
(Q.S Al-Bagarah (2) : 229)

Dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa saksi dalam perkara
perceraian karena termohon yang selalu membantah perkataan termohon,
dan keluar rumah tar‘@a\tz,lp,?ep@?l pemohon dalam perkara ini dapat
disimpulkan @h@a kekuatan pembu’%/&n dalam rangkaian penilaian
terbuktlnyaQs-uatu dakwaan. Penilaian ini r/ﬁ?}rilpakan otoritas hakim,

dimana héj(”lm menilai dan menentukan kesesual@antara alat bukti yang
7d

satu derﬁan alat bukti yang lain. >

Se@gga kekuatan pembuktian yang terletak @da alat bukti yang
dlajuk@g tersebut dapat diketahui relevan atau tldglmya dalam perkara
yang sedang diajukan serta'mengarah pada apakah, bukti tersebut dapat
diterima a‘%u tidak, Jadi hakim tidak hanya terfokus dan terikat pada alat
alat bukti n@}urut undang j undang saja\ ymun disatu sisi melihat

kekuatan pembukﬂagu(}alam alat bu\licﬁa&sm

2. Keputusan Syarat Saksi Talak Dalam Hukum KHI

Mengenai masalah cerai talak di Pengadian Agama menurut Kompilasi
Hukum Islam (KHI) yang pengambilan hukumnya lebih banyak bersumber
dari madzhab Syafi’i mensyaratkan ikrar talak harus didepan sidang
dikarenakan proses perceraian yang dianggap memiliki kekuatan hukum
hanyalah perceraian melalui persidangan bukanlah perceraian diluar
pengadilan. Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI)
merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam memiliki konsistensi dengan
peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi dan dijadikan
rujukan.(Herawati Andi, 2011)
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2. Ef&ﬂ%ﬂ%ﬁ%ﬁ%ﬂ Sare periake<di= indonesracmengaturairahwa setiap
perceraian baik cerai talak (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat
(diajukan oleh pihak isteri) harus dilakukan di pengadilan. Hal ini diatur dalam
Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan
Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
dengan rumusan sebagai berikut :
a. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.(Undang-undang Perkawinan, 2010)
b. Pasal 65 Undang-{l{io}g@gmpmgﬂﬁahun 1989
Perceraiand\@@g dapat dilakukan dl'{{e)@n sidang Pengadilan Agama
setelah@@ngadilan Agama yang bersan&)%an berusaha dan tidak
berhaﬂJ mendamaikan kedua belah pihak. (U@ng-undang Peradilan
Aga_@é, t.t.) Tr
C. Pas@ 22 ayat (2) PP No. 9/1975 dan Pasal 13; Kompilasi Hukum
Isldﬁi] (KHI) maka kewajiban menghadirkan §ksi adalah  wajib.
(Kompilasi Hukum Islam;/t.t;), !l
Yang (j(iﬁmaksud dengan talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum

Islam adalah @ suami di hadapan; Pengadil& Agama yang menjadi salah

</
satu sebab putusnya*perkawinan”. Ini juga didtur dalam Pasal 129 Kompilasi
) gk 9=

Hukum Islam yang berbun?i-:uSE%i%f?g suami yang akan menjatuhkan talak
kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada
Pengadilan Agama yang bersangkutan yang mewilayahi tempat tinggal isteri
dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan
itu”.(Kompilasi Hukum Islam, 129M). Didalam KHI menyatakan bahwa
perlu adanya penyaksian ikrar talak dalam proses perceraian, dimana suami
mentalak istrinya disaksikan di depan sidang pengadilan, kemudian dibuat
sidang penyaksian ikrar talak sebagaimana pada pasal 131layat 5 disebutkan
bahwa :“setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat
penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti

perceraian bagi bekas suami dan istri.
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2. glﬁgmw%rg%wg;ﬁmg?jnlggaeanﬁeta#akadaikinimikamarkwadapqaega\nﬁai pencatat
nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan,
helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai
ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama. Artinya, talak yang diakui secara
hukum Negara adalah talak yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di
Pengadilan Agama.

Dengan demikian, perceraian hanya bisa dilakukan dan sah secara
hukum apabila dilakukan melalui proses sidang di Pengadila Agama. Berarti,
Salah satu syarat tersebut adalah pengucapan ikrar talak di depan
persidangan sebagai tanda lisan bahwa salah satu pihak telah teguh
pendiriannya dan niatnya untuk mengakhiri hubungan
perkawinannya.(Kompil\a\iif_\l-d_ykuﬁ [§!§g,__ (Media Centre, tt.), h. 115, t.t.).
Istimbath Hukumd(gnpilasi Hukum Isiaﬁf{}g(Hl), Prosesi perceraian di
Indonesia ak(@]yatakan legal, manakala di|akL/R<j?2 di hadapan pengadilan.
Jika kontelg%mi dipahami dari sisi umat Islam mak%fini merupakan bagian
dari tindaEﬁn pemerintah yang menjaga kesucianal{(}d perkawinan yang
digunaka@oleh syari’ah Islam. karena walaupun pada masa awal Islam,
suami dapﬁt mentalak isterinya dengan cara apapun @ dimanapun, tetapi

Islam tetaps,tidak membenarkan; suami mentalak gisteri secara semena-

mena.(Ahmaqﬁzrullah, 1996)

Bila dili ari literature fikin dan Ko@a%asi Hukum Islam yan

berlaku di Ind 4/9' dkaff_d:j-Ii b@d?i’\:jdl hak zkg

erlaku di Indonesiasmaka sedikit ada p an di dalam hak menjatuhkan
G, A

talak. Yang mana talak seorang suami belum dipandang sah sebelum
diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan di dalam fikih dikatakan
bahwa talak bisa kapan saja dijatunkan bahkan dianggap sah sekalipun
seorang suami hanya bergurau dalam menjatuhkannya. Hal ini sesuai dengan

sabda Rasulullah Salld Allah ‘alayhi wa-sallam :

daor Jg SNy BN : o gl jag b e SN

Tiga perkara yang sungguhnya mereka dianggap sebagai kesungguhan dan
yang berguraunya dianggap sebagai sungguhan, yaitu : nikah, talak dan
rujuk.(Muhammad Muhyi Ad-Din Abdul Hamid, 2018).
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2. g;g%gmm?ggmgﬂagm q?gg;ﬁaﬁqpakadmgah ifetagnbelnvapereeraian (talak)
yang diakui secara hukum adalah talak yang diikrarkan dan disaksikan di
depan Pengadilan Agama. Ini berarti berapa kali pun talak diucapkan di luar

pegadilan, maka talaknya dianggap tidak sah.

3. Pendapat Madzhab Syafi’i Berkaitan Dengan Saksi Talak

Imam al-Syafi’i mengatakan kewajiban mendatangkan saksi ialah
ketika hendak rujuk. Namun, untuk talak beliau tidak mewajibkannya. Dalam
hal ini penulis sependapat dengan Imam al-Syafi’i, karena menurut pendapat
jumhur fugaha’ baik salaf maupun khalaf menjatuhkan talak tidak perlu saksi,
karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi
untuk melaksanakan hakr«g.f_\s_gmm% /Tereka mengatakan bahwa tidak ada
dalil dari Nabi saw@apdari Sahabat yang Fn‘éﬁ)ggjukkan perlunya saksi. Talak
adalah hak su C,)Allah menjadikannya di tang/ggzsuami dan Allah tidak
jadikan hak padaorang lain.(Abdul Aziz Muhammad 'ﬁ;zzam, 2009).

Ima@ Syafi’i menyebutkan rukun talak itu adaf]lma, yaitu : 1. orang
yang mela@'kan talak (suami), 2. orang yang ditalak 'gsteri), 3.sighah atau
kata-kata te’@,ék, 4.perwalian, dan 5. niat. Di sini, tidak disEbutkan saksi sebagai
salah satu syarat sahnya talak,.apalagil sebagai rukungtalak.(\WWahbah Zuhaili,

2012) ._
X

e @ﬁ; 53l g2dludhandly 3O %\Jiﬁy s 07 i Ju
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Imam  Al-Syafii berkata: “Maka Allah  subhanawata’ala
memerintahkan dalam talak dan ruju’ dengan adanya kesaksian dan
menentukan jumlah kesaksian mendatangkan dua orang saksi. Hal ini
menunjukkan bahwa kelengkapan kesaksian perceraian dan ruju’ adalah

dengan dua saksi. Dan apa yang telah diuraikan oleh imam syafi’i, bahwa ia
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tidakﬂlgegmm?m smﬁfpm@ﬂ. g erbediadny: pendapatadengan spara=relama yang
menunjukkan bahwa haramnya perceraian tanpa adanya bukti dan saksi.
Bahwasanya dan Allah Subhanawata’ala lebih mengetahui dalil ini
merupakan sebuah pilihan. Saksi berkemungkinan terjadi pada ruju dan bisa
juga terjadi pada talak. (Muhammad bin Idris al-Syafi’i, 1993) Imam al-Syafi’i

berdalil tentang saksi talak dari firman Allah Subh}anahu wa Ta’ala -
g 1ty 14 9 35 ey

Dan persaksikanlah dua orang yang adil dari kalian dan dirikanlah

saksi karena Allah. (Q.S. Al-Thalag (65): 2)

Imam Syafi’i me%{elgs]gap[@yv% penyebutan saksi talak dan rujuk
dalam ayat tesebutcglgmakan dengan menéé}angkan saksi saat melakukan
akad jual beli. %@g’au berkata bahwa dalam hal JL(&’I/bell tidak ada kewajiban
mendatangkaia, saksi. Dalam hal ini tidak ada ulamfg, yang menentangnya,
begitu Juga‘ﬂialam hal mendatangkan saksi talak. (Al-‘?;yaﬁl Al-Imam Abi
‘Abd Allah@{/[uhammad ibn Idris ibn ‘Abbas, 2002) Si

Ma lsp1 Istinbat Hukum Madzhab Syafi’i dalam saksi talak, sebagaimana
firman Allah Subh}anahu wa Ta lea

Jds (53 19dgsly B3 u.:ajs)\s 5 Do Syz Sl kst Al 130

s\.U\ d"" uﬁj f‘)’\‘gf.}\j A.U\.’ uﬁy SL\?J‘JA g\f @ ('Qb c\lj é:\.@...J\ \}0.5\’ PS_A
é“’/fmﬂ Aai
45 Ja:u

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka
secara baik atau pisahkanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan
dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian
itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di
antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa
kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”. Q.S At-
Thalaq : 65 (2)

Imam al-Syafi’i menegaskan dalam salah satu fatwanya bahwa
kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau

juga mewajibkan ketika hendak memulai pernikahan. Namun untuk talak,
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be*“‘?ﬁ;@iﬂ%ﬁ;@%ﬁﬁj&%@‘%ﬁmﬁi Muohartmad-is Nasin barsRifedi taneT erjemahan
Ringkasan Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet Ke-1, JilidlV, h.
736.)

Sedangkan di dalam KHI menyatakan bahwa perlu adanya penyaksian
ikrar talak dalam proses perceraian, dimana suami mentalak istrinya
disaksikan di depan sidang pengadilan, kemudian dibuat sidang penyaksian
ikrar talak sebagaimana pada pasal 131layat 5 disebutkan bahwa :“setelah
sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang
terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas
suami dan istri.

Dari hal di atas terlihat perbedaan antara Madzhab Imam Syafi’i yang
menyatakan tidak men{z&m\kapjegggr sampai pada derajat keharaman
apabila tidak mend@m%kan saksi-kareha sa éﬂ:g,ukum asalnya hanya pilihan
adapun saksi d@l»am ikrar talak dengan KHI ﬁﬁ% mengharuskan adanya
penyaksian q%am ikrar talak. 7

Hal ‘fnl tentu menimbulkan pengaruh hukur;a terhadap masalah
berikutnya%epertl. hubungan yang dijalani oleh su@n istri yang telah
ditalaknya r@,qlrkali-kali tetapi belum mendapat putusan daf Pengadilan Agama,

proses masagiddahnya, nafkah.dan ldin/sebagainya.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan
menyebutkan sumber asli:
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan
laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b} Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi‘i Jember.

SIMPULANpilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Analisis putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam perkara syarat saksi
talak(studi putusan No. 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb) bahwa keputusan hakim jatuhnya
talak dengan di datangkan bukti kuat yaitu : dua orang saksi dalam Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi yang berasal dari orang dekat pemohon. Keputusan syarat saksi talak
dalam hukum KHI Pasal 22 ayat (2) PP No. 9/1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam (KHI) maka kewajiban menghadirkan saksi adalah wayjib.

Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa menjatuhkan talak tidak perlu saksi,
karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk
melaksanakan haknya. Tidak ada dalil dari Nabi Shalallahu’alaihi wasalam atau dari
sahabat yang menunjukkan e&;lﬂxapjal{gtgflak adalah hak suami. Allah
menjadikannya di tangan é@m\)dan bukan pada ora J@f

&
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